
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara 
Republik Indones a Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4755); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten 
Klaten Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Klaten 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2011; 

BUPATI KLATEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

4 . • 5. 

6. 

7. 

8. 

Mengingat 

Menimbang 

PE JABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI KLATEN 
NOMOR~ TAHUN 2011 



- -· Unda g-Undang "'tornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanqan 
~ n tara Pemerintan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
:)eouohk !ndo'1es1a Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
~epub' k Indonesia Nomor 4438); 

-2. Uncang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 
tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5073); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan de» 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia -a ... _- 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones a o-o- 
4614); 

10. Uncang-Unca-; crnar 3: -a........ 2004 tentang Pemer ntanan Dae-=-- 
(Lernbara- ".e£ara -==-'= .. I-co'"'es a Tahun 2004 Nomor 125, Ta'"'loa ..a­ 
Lembaran Pe:mb • _-:::-es a -.egara Nomor 4437) sebaga mana re 2 
beberaoa xa d ubeh cere ,- aengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 
en::ang Perubahan ecua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20~ 

tenta g Pe-nertntanan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Taru.n 
2.u:J:8 1omor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahangp; --------- 

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 74.126.097.000.00 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 97.711.555.000,00 
2) Berkurang (Rp. 13.640.458.000.00) 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 84.071.097.000,00 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp. 16.195.000.000,00 
2) Berkurang (Rp. 6.250.000.000.00) 
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 9.945.000.000.00 

Rp. 1.419.359.631.000.00 
(Rp. 74.126.097.000.00) 

2. Belanja 
a. Semula Rp. l.299.874.211.000,00 
b. Bertambah Rp. 119.485.420.000.00 
Jumlah Belanja setelah Perubahan 
Defisit setelah Perubahan 

Rp. 1.345.233.534.000,00 

1. Pendapatan 
a. Semula Rp. 1.218.357 .656.000,00 
b. Bertambah Rp. 126.875.878.000.00 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 
dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 

MEMUTUSKAN: 

:s. =:::.--a::urar =>e""1enrtah omo .. 38 Tahuri 2007 tentang Pembagian urusaa 
?emenmahan J.'1tara Pemenntah, Pemerintahan Daerah Provins: ca­ 
?e-er:intahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indones a 
Tanun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
'omor 4737); 

25. Peratvran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 
aan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
27 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah; 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah; 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan 

Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten; 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok­ 

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011; 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 
2011. 

Menetapkan 



Kasie Penyusunan APBD 

Kabid Anggaran 
Kabag Hukum Setda 
Kepala DPPKAD 
Sekretaris Daerah 

TELAH DITELITI OLEH T ANGGAL PARAF 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR ~I 

( 

Diundangkan di Klaten 
pad a tanggal 1' o~u- ,.o 11 

SEKRETARIS AERAH KABUPATEN KLATEN, 

SUNARNA 

Ditetapkan di Klaten 
pada tanggal 1 Of,t.,fobt-r .;., tJ 

BUPATI KLATEN, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ca a­ 
Berita Daerah. 

Peraturan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal4 

Lamp ran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang trdak terplsa 
Peraturan ni. 

Pasal 3 

Penjaoaran Perubal 2 ~ !. ::>:E) secaca rnana d maxsuo dalam Pasa 1 dinnc, leb 
Lerno ran Peraturan tnt. 

Pasal2 

• 




